SALINAN

BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 22 A
TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi
dalam pengelolaan keuangan desa di pandang perlu

melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan
dalam Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 22
Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Desa,;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Barito Selatan Nomor 22 Tahun 2015 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953

tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat [l
di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959, Nomor 72 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
emeriks Pengelolaan dan Tanggung Jawab
. Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
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5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Pcrimbingan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Desa

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 201.4 tentang
(Lembfmn Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495);

ndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

7 Undang e Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

& Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

" Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 4593, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

’ 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaknanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
i l Lcmberan Negara chublik Indonesia Nomor 5539);
e »sebequana telah  diubah dengan Peraturan
: Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

—

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
;Dan Belanja Negera (Lembaran Negara Republik
i sia  Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
1 Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
telah beberapa kali diubah terakhir

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
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Menetapkan

Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Berasal Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacra.h
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2093);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),

17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor
3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2).

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATA
S
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 22 TAHUN

l2)015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati i
pati Barito Selatan
Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Sela
tan
Tahun 2015 Nomor 22) diubah aebagai‘::rikut :

I. Ketentuan pada Lampiran huruf f{ Fo
rmat
Pf:natausahaan ! angka 3 mengenai format kwitansi
dihapus scbagaimana tercantum pada Lampiran yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan 3
Peraturan Bupati ini. 2 =
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H. FORMA
T LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDES

PEMERINTAH DESA..........
KECAMATAN.........corvuerreivane
KABUPATEN BARITO SELATAN

—————— e

KEPALA DESA ..... (Nama Desa)
KABUPATEN/KOTA........ (Nama Kabupaten/Kota)

RANCANGAN PERATURAN DESA ...
NOMOR . TAHUN

TENTANG N,
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PEU\E\SANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

. KEPALA DESA . ... ...

sesuail dengan Barito Selatan
i 1 etenfuan Pasal . Peraturan Daera}m Kabupaten :
MEuEDSRS g‘hw: Tn;w‘:lc l:'uang ... Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa
t:mm:g Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa (APBDesa) Desa . ... Tahun Anggaran
y lik

: ndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Repub

Menboes l:idon:u:l Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5495),

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Lfndang
‘ Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5539),

3 Peraturan Pemenntah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Berasal Darni
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Berasal Dani Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Keuangan Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor ... Tahun __
tenfang . _ .. (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun ... Nomor ..},
6. Dst.
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